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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin banyak perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka 

setiap orang tidak akan terlepas dari informasi sebagai kebutuhan dasar dalam 

hidupnya. Kejadian .di suatu negara dalam beberapa saat, dapat diketahui oleh 

masyarakat di dunia karena perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui peranan media massa antara lain radio, televisi, surat kabar, tabloid, 

majalah, internet, buku dan sebagainya. Betapa hebatnya peranan media cetak 

(printing media) atau lebih dikenal dengan istilah pers atau lazimnya dipakai untuk 

istilah surat kabar atau media.

Pers merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pikiran, 

perasaan seseorang atau kelompok kepada orang lain, sehingga memungkinkan orang 

yang membaca, melihat, mendengar mempunyai pengetahuan terhadap informasi 

yang disampaikan. Dengan adanya pers, bukan hanya kebutuhan masyarakat terhadap 

informasi saja yang terpenuhi, pers juga sebagai wadah yang mengawasi dan 

mengamati realitas sosial yang ada untuk disampaikan kepada masyarakat dapat 

membawa perubahan kearah yang lebih baik. Dalam melaksanakan peranannya, perr 

membutuhkan kebebasan, baik dari segala tekanan maupun tindakan yang dapat 

mengancam kebebasan pers tersebut.
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Kebebasan pers dalam menyampaikan informasi bukanlah kebebasan yang 

mutlak, dalam arti bebas untuk menulis apa saja serta bebas dari segala aturan-aturan 

yang dapat mengikat pers tersebut. Kebebasan dan tanggung jawab diibaratkan 

dengan sekeping uang yang memiliki dua sisi sehingga kebebasan dan tanggung 

jawab adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan dengan yang 

lainnya.

Jikalau kebebasan pers itu bergandengan dengan soal hukum yang 
memberi kewenangan-kewenangan disamping kewajiban-kewajiban 
yang sifatnya normatif atributif dan khususnya heteronom, 
dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan 
yang atonom sifatnya.1

Kebebasan pers lebih banyak memuat aturan hukum yang berkaitan dengan

publikasi, sedangkan tanggung jawab pers memuat hal-hal yang berkenaan dengan 

profesi pers yaitu kode etik jurnalistik, oleh karena itu tanggung jawab merupakan 

pilar-pilar untuk menegakkan kebebasan pers.

Berbicara mengenai kebebasan pers ini, erat hubungannya dengan hak asasi 

manusia. Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan dari kebebasan 

berbicara, mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh hukum. Sebagai hak dasar 

kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan informasi merupakan hak semua 

orang bukan hanya untuk orang tertentu atau kelompok tertentu saja. Selain itu setiap 

orang juga berhak mendapat dan menerima segala informasi.

Oemar Seno Adjie, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm
15.
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Kebebasan menyatakan pendapat berlaku tidak saja informasi serta ide-ide 

yang diterima dengan senang atau dianggap tidak bertentangan atau segala hal yang 

netral tetapi juga berlaku bagi informasi yang menyakitkan hati, mengejutkan atau 

meresahkan.2

Sebagai hak manusia, pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan 

informasi sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Kebebasan pers di 

Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada demokrasi terpimpin, pers hanyalah 

sebagai alat revolusi pemerintah. Untuk mendirikan penerbitan pers harus ada Surat 

Izin Terbit (SIT), sehingga pers benar-benar terbelenggu setelah orde baru, pers 

sempat menikmati masa kebebasan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers, yang kemudian diubah oleh Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1982, dimana adanya perubahan dalam pasal-pasalnya

dapat membesarkan hati para insan pers dengan memberikan perlindungan hukum 

sekaligus pada wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Pers tidak lagi dikenai 

sensor atau pembredelan serta tidak ada lagi Surat Izin Terbit (SIT). Akan tetapi 

kebebasan pers kembali menghadapi ancaman, dengan adanya Surat Izin Usaha 

Penerbitan Pers (SIUPP) yang dianggap sarana pembinaan dan pengembangan pers 

oleh pemerintah, akibatnya orang yang ingin mendirikan perusahan pers sangat 

selektif dan pers tidak dapat berkembang secara wajar.

I d Jak^^ k998? ^^12^ ^SaS^ Manusia dan Media, Alih Bahasa Hermoyo, Yayasan Obor
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Memasuki era reformasi, kebebasan pers di Indonesia dapat dikatakan 

mendekati ideal yaitu sangat bebas dan merdeka. Upaya untuk memayungi kebebasan 

konstitusional terus dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undangpers secara

Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang lebih menekankan dengan selogan 

“Kebebasan Pers” menempatkan pers sebagai alat publik yang bebas dan mandiri

dalam menjalankan fungsi, peranan, hak dan kewajiban.

Walaupun telah ada Undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers tetapi 

bentuk-bentuk ancaman baru bagi pers tetap saja ada. Pembredelan pers tidak lagi 

dilakukan pemerintah, tetapi oleh masyarakat yang tidak puas dengan pembredelan

pers. Bukan hanya tekanan dan tindakan kekerasan terhadap pers, adanya upaya

mengkriminalisasikan kebebasan pers melalui putusan pengadilan dengan 

menggunakan pasal-pasal KUHP juga merupakan ancaman berat bagi pers. Masalah- 

masalah pers juga menyangkut masalah politik dan ekonomi, pers bukan lagi lembaga 

yang bebas dan mandiri.

Keberadaan hukum pidana dalam hubungannya dengan perlindungan 

masyarakat dari kejahatan serta bahaya yang ditimbulkan didalamnya berkaitan 

dengan fungsi subsidair dari hukum pidana yaitu pidana menghendakinya baru 

dipergunakan apabila upaya-upaya lain yang diperkirakan kurang memberi hasil yang 

memuaskan, jadi hukum pidana merupakan upaya terakhir atau senjata pamungkas 

(ultimum Remedium).
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Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya 

perbuatan dengan satu pidana apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian 

juga dijatuhi pidana sebagai telah diancamkan, hal ini tergantung dari soal apakah 

dalam melakukan perbuatan tersebut ia mempunyai permasalahan, sebab azas dalam 

penyelesaian dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.3

Penyelesaian pidana didalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori yaitu: 

a. Aliran Monistik

Didalam aliran ini antara perbuatan pidana dan penyelesaian pidana 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bila sipelaku 

tindak pidana itu perbuatan pidananya sudah terbukti maka pelaku tindak pidana 

itu langsung dapat dimintakan penyelesaian pidana tanpa perlu dibuktikan apakah 

pelaku tindak pidana itu mampu menyelesaikan perbutannya atau bersalah.

b. Aliran Dualistik

Didalam aliran ini, walaupun si pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur 

perbuatan pidana yang ia lakukan, namun kepada pelaku ini masih harus 

dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak dan apakah ia mampu bertanggung 

jawab atau tidak.4

Dalam KUHP dan Undang-Undang pidana lain yang dibentuk oleh 

pemerintah tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. 

Tiap pasal Undang-undang tersebut menguraikan unsur delik-delik yang berbeda,

\ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 153.
Rd. Moehammad lchsan, Diktat: Resume Perkuliahan Hukum Pidana, Palembang, hlm 43.
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bahkan pasal-pasal KUHP dalam Buku II dan Buku III ditemukan unsur-unsur delik 

dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga para ahli yang harus 

membedakan unsur keduanya. Disini dapat dilihat, bahwa pembuat KUHP dan 

Undang-undang menganut pandangan monistik tentang delik sehingga dapat 

disimpulkan bahwa syarat-syarat pemidanaan dipersamakan dengan delik

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa perbuatan dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur 

kesalahan, begitu juga dalam dunia pers. Dalam dunia pers, sejak runtuhnya rezim 

orde baru dan berganti dengan reformasi banyak mengalami perkembangan yang 

melahirkan euforia bahkan liberalisasi dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang

melibatkan seluruh elemen nasional yang harus menyesuaikan diri dengan

perkembangan era reformasi, hal ini antara lain dicerminkan oleh munculnya sikap 

arogansi sebagian komunitas pers yang benar-benar terkesan betapa sangat bebasanya 

pers Indonesia. Begitu bebas dan merdeka pers sehingga munculnya media cetak 

maupun elektronik. Pers kadang-kadang kurang sanggup mengendalikan diri dalam 

menyajikan berita sehingga dampaknya fatal kemungkinan diduga telah melakukan 

penghinaan dan mencemarkan nama baik, untuk itu perbuatan tersebut harus 

dipertanggungjawabkan secara pidana karena mengandung unsur kesalahan.

Contoh perkara atau kasus penghinaan nama baik yang dilakukan melalui 

media cetak terjadi pada tanggal 14 November 2006 antara Soeyono melawan 

Hartono yang dilakukan melalui majalah Male Emporium. Soeyono berdasarkan hasil
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antara Dede Marlin dan Faisal dalam majalah Male Emporium NO. 55 

edisi Agustus 2005 menyatakan “Kayak Hartono anaknya mati karena kasus 

narkoba” tersebut disebarluaskan atau disiarkan dan dijual kepada masyarakat umum. 

Hartono menyatakan pernyataan Soeyono yang ditulis dalam majalah Male 

Emporium itu tidak benar karena anak Hartono, Torry Widyantoro meninggal dunia 

karena pendarahan Epidural Hematom dan Herniasi Umkus, akibat trauma dikepala, 

hal ini sesuai dengan keterangan Dr. Chandra Mulyono yang menagani perawatan 

medis syaraf dan hasil CT Scan Torry Widyantoro. Berdasarkan tersebut Hartono 

merasa bahwa Soeyono telah melakukan penghinaan terhadap kehormatan atas nama 

baiknya melalui media cetak.5

Penggunaan KUHP sebagai salah salah satu penyelesaian masalah-masalah di 

bidang pers, dimana KUHP sebaai kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai 

perbuatan-perbuatan ynag dilarang disertai dengann ancaman pidananya merupakan 

sarana penegakan hukum dan pembinan hukum. KUHP berusaha menempatkan 

posisinya sebagai penyeimbang hubungan di dalam masyarakat dalam rangka 

memberi keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum pidana, ketentuan ynag 

berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai tindak pidana pers yang 

mempergunakan alat cetak (drukpers misdrijven).

wawancara

5 www.Gatra.com

http://www.Gatra.com


8

Tiga kriteria yang harus dipenuh dalam suatu tindak pidana pers {delik pers),

yaitu :6

1. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;

2. Perbuatan yang dipidana harus tediri atas pernyataan pikiran atau perasaan;

3. Dari rumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suau syarat 

untuk menumbuhkan kejahatan, apabila kenyataan tersebut dengan suatu

tulisan.

Kriteria yang ketigalah yang dapat mengangkat suatu delik menjadi delik 

pers, sehingga tanpa terpenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan 

memperoleh sebutan sebagai delik pers dalam arti yuridis. Delik pers dalam KUHP

dapat diklasifikasi menjadi 8 (delapan) bagian yaitu:

1. Pembocoran rahasia negara (Pasal 112 dan Pasal 113 KUHP);

2. Penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara (Pasal 154 dan Pasal 207

KUHP);

3. Penghinaan terhadap agama (Pasal 156a KUHP);

4. Penyerangan terhadap kesehatan mental dan kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal

283 KUHP);

5. Penawaran tindak pidana (Pasal 162 KUHP);

6. Penghasutan;

6 Oemar Seno Adji, Pers dan Aspek-Aspek Hukum, Erlangga, 1997, dikutip dalam Rudi S 
Mukantardjo, Tindak Pidana Pers Dalam RKUHP Nasional, Makalah, 2006.
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7. Penghinaan terhadap nama dan kehormatan seseorang, Presiden dan Wakil 

Presiden, Raja atau kepala Negara Sahabat, Wakil Negara Asing, golongan 

(Titel V, XVI Buku II 310-312, 134, 136 bis,142, 143, 156 KUHP);

8. Penghinaan ketertiban umjum (Pasal 519 bis Pasal 533 KUHP).

Walaupun Indonesia memasuki era baru, era demokrasi dimana pers dan

media massa banyak bermunculan, seringkah terlihat ada berita yang tidak akurat dan 

berimbang, masih banyak teijadi kelemahan professional pekeija pers, bahkan 

banyak yang masih melanggar kode etik jurnalistik. Namun hal ini bukan alasan 

untuk membunuh kemerdekaan pers atau hal sebaliknya banyak kalangan pekeija 

pers justru banyak bersifat depensif dengan menuding hukum yang berlaku tidak

menjamin kebebasan mereka

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa penangan masalah-masalah pers 

bukanlah hal yang dianggap remeh, oleh kerena kebebasan pers merupakan hak dasar 

dalam berekspresi dan menyampaikan informasi. Walaupun adanya Undang-undang 

yang menjamin kebebasan pers tetapi belum mampu memberikan kepastian hukum 

sebaliknya penggunaan sanksi pidana yang ada dalam KUHP merupakan instrumen 

yuridis yang sah sekaligus mendidik insan pers untuk melaksanakan tugas 

bertanggung jawab.

secara

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertari untuk memilih judul 

“ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM 

MEDIA CETAK”



10

B. Permasalahan

Bedasarkan latar belakang diatas, dapat diambil beberapa permasalahan

yaitu:

1. Apakah tindak pidana penghinaan dalam media cetak diselesaikan menurut 

KUHP atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?

2. Bagaimana fungsi KUHP terhadap penghinaan dalam media cetak?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ii adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penghinaan dalam media cetak diselesaikan

menurut KUHP atau Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

2. Untuk mengetahui fungsi KUHP terhadap tindak pidana penghinaan dalam

media cetak

D. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini

adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu hukum dalam bidang 

hukum pidana khususnya mengenai pers dan ketentuan-ketentuan pidana 

dalam tindak pidana pers bagi kalangan pers dan akademisi.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam bidang hukum pers 

dan sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun insan pers.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pers, maka 

perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis terarah sehingga 

memperoleh kejelasan analisisnya, sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini 

dibatasi pada aspek ketentuan hukum pidana meteriel dalam pasal-pasal dalam KUHP 

yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 mengenai penghinaan yang menyangkut ketentuan-

ketentuan yang berkaitan dengan masalah pers khususnya pasal-pasal delik pers, serta

hal-hal yang berkaitan dengan ancaman kebebasan pers.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang 

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier 7

7 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Univeristas Indonesia Pers, Jakarta, 1986,
hlm 52.
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2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam membahas pokok 

permasalahan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan 

menganalis masalah penghinaan dalam media cetak yang dilakukan dengan 

mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu juga dilakukan pendekatan lapangan 

dengan dilakukan diskusi dengan pihak yang terkait untuk memperoleh informasi 

sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam skripsi ini dilakukan pada Pengadilan Negeri 

Palembang, Kejaksaan Tinggi Palembang, Kepolisian Kota Besar Palembang, Surat 

Kabar Harian Sumatera Ekspres, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya.

cara

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber 

data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor
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11 Tahun 1966 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan
E

Pokok Pers. I
2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu asas-asas hukum pidana, doktrin, yurisprudensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur hukum, majalah, suarat kabar, 

jurnal ilmiah, kamus hukum, hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar, 

bahkan pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek 

kajian penelitian dan memuat informasi yang relevan.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui penelitian kepustakaan atau

(Library Research), yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui serangkaian

membaca, mencatat, menganalisa peraturan yang berhubungan dengan permasalahan

yang dibahas serta yang berkenaan dengan materi skripsi. Sedangkan informasi

sebagai penunjang diperoleh melalui wawancara dan diskusi yaitu dengan tanya 

jawab pada Hakim di Pengadilan Negeri Kias 1 A, Jaksa di Kejaksaan Tinggi 

Palembang, Polisi di Kepolisian Kota Besar Palembang, Wartawan di Surat Kabar 

Harian Sumatera Ekspres. Wawancara atau diskusi bukan untuk mencari data primer 

sebagaimana pada penelitian empiris, akan tetapi untuk memperdalam materi yang 

berhubungan dengan masalah pers.
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5. Analisis Data

Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan

metode kualitatif secara deskriptif, artinya data dan informasi yang dikumpulkan,

diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik

kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan.
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